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Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 185 ayat
(1) KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi tersebut baru bernilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di
depan sidang pengadilan. Saat ini terdapat teknologi teleconference yang digunakan sebagal sarana dalam
memberikan keterangan saksi. Teleconference ini bukan hanya diterapkan di Indonesia namun jugatelah
diterapkan di negara common law sytem. Namun pada kenyataannya banyak pihak yang menggap kesaksian
melalui teleconference tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi melainkan hanya bernilai sebagal
keterangan biasa sgja. Hal ini disebabkan karenatidak ada pengaturannya dalam KUHAP.

Oleh karena itu terdapat permasal ahan, yaitu dapatkah media tel econference digunakan dalam melakukan
pemeriksaan keterangan saksi di depan sidang pengadilan menurut hukum acara pidana Indonesia?
Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari keterangan saksi yang diberikan melalui teleconference baik
menurut KUHAP maupun menurut sistem Civil Law dan Common law? Bagaimanakah upaya pembentuk
undang-undang mengakomodir penggunaan teleconference di dalam beberapa peraturan perundang-
undangan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat tidaknya teleconference digunakan dalam melakukan
pemeriksaan keterangan saksi di sidang pengadilan menurut hukum acara pidana |ndonesia, mengetahui
nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui teleconference baik menurut KUHAP maupun menurut
sistem Civil Law dan Common law serta mengetahui upaya pembentuk undang-undang dalam
mengakomodir penggunaan teleconference di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Tipologi penelitian bersifat
deskriptif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, teleconference dapat digunakan untuk melakukan
pemeriksaan keterangan saksi di depan sidang pengadilan. Sementara itu kekuatan pembuktiannya sama-
sama bernilai bebas baik menurut KUHAP maupun sistem common law dan pembentuk undang-undang
telah berupaya mengakomodir penggunaan teleconference di dalam pembentukan beberapa peraturan
perundang-undangan.
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